
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Per-urid ang-i.mda nga n (Lcmbaran Negara Republik 
lridorie siu Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara F<.epublik Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438) ; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darural Nomor 6 Tahun l 956 ten tang Pcmbentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

Mengingat 

Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Sclatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupalcn Lampung Selatan sebagaimana telah diubah 
bcbcrapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tah un 2015 Nomor 1, 
Tambahan Lcrnbaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 1), dipandang perlu mengatur Rincian Tugas Jabatan 
Din as Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung 
Sela Lan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rincian Tugas, Jabatan F'ungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga 
Kerja d an Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan; 
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BUPATI LAMPUNG SELATA;N, 

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA 

RINCIAN TUGAS JABATAN, FUNGSI DAN TATA KERJA 
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TENT ANG 

BUPATI LAMPUNG SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 'l!..J TAHUN 2015 



Dacrah 
dae rah 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peratura n ini yang dimak sud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupate n Lampung Sela tan. 
2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dun Perangkat 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
Ka bupatcn Larnpung Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lampung Sclatan. 
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi 

Kabupate n Lampug Selatan. 
6. Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transrnigrasi Kabupaten Lampung Selatan. 
7. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan. 

8. -Jabatan Fungsiorial Umurn yang selanjutnya disingkat JFU 
adalah Jabatan Fungsional Umum Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan. 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN, 
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN 
TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Apara tur Sipil 
Negara [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tah un 2014 
Nomor 6, Tambahan Lernba ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Tekriis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja 
PerangkaL Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupatcn Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015, 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Sela tan Tahun 2015 
Nomor 1, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 1). 

. ,. 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
rincian t ugas Kcpa la Dinas ada lah sebagai berikut : 

a. mempersiapkan program dan kebijaksanaan teknis dibidang tenaga kerja 
dan transmigrasi dalarn rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas 
pokok, fungsi dan kewenangan dinas; 

Pasal 4 

Tugas pokok Kepala Dinas adalah memimpin Dirias sesuai dengan tugas Pokok 
dan Fungsi Dinas melaksanakan pem bin aa n terhadap apar atu r agar 
pelaksanaan tugas da pat bcrdaya-guna dan berhasil-guna, mclaksanakan 
kerja sama dan koordinasi dcngan bidang-bidang, instansi pernerintah dan 
organisasi lainnya, scs uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku untuk kclancaran tugas. 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 3 

BAB III 
RINCIAN TUGAS JABATAN 

Susunan Organ isa si Dinas Tenaga Ke rja d an Transmigrasi adalah sebagai 
berikut .' 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, rnern bawa.h i : 

1. Subbag Umum dan Kepegawaian; 
2. Subbag Perencanaan; dan 
3. Subag Keuangan. 

c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi : 
1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ; 
2. Seksi Perluasan Kerja; dan 
3. Seksi Inforrna si dan Penempatan Tenaga Kerja. 

d. Bidang Hubungan Industrial dan Syaral Kerja, membawahi: 
I. Seksi Syara t-Syarat Kerja dan Jamsostek; 
2. Seksi Hubungan Industrial; dan 
3. Seksi Pcnyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi : 
1. Seksi Norma Ketenagakerjaan; , 
2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan 
3. Seksi Tata Laksana dan Pengembangan Pengawasan Ketenagakerjaan. 

f. Bidang Transmigrasi, membawahi: 
1. Seksi Pengerahan dan Pendaftaran Seleksi; 
2. Se ksi Pernindahan dan Pcnernpatan; dan 
3. Seksi Pemukiman dan Pembinaan. 

g. Unit Pelaksana Teknis; dan 
h. Kelompok Jabatan Furigsional. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 



a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dalam rangka 
penyusunan program kerja Dinas sebagai pedoman penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Dinas, serta rencana kerja Sekretariat un tuk 
dijadika n ba ha n a c uu n dalarn pelaksa naan tuga s; 

b. mcmimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
tug~s dibidang ketatausahaan, agar dapat terlaksana program dan rencana 
kerja yang telah disusun; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut : 

Pasal 6 

Tugas pokok Sckretaris adalah melakukan koordinasi penyusunan program 
dan rencana kerja Dinas dibidang pcngclolaan urusan\ umum, rurnah tangga, 
surat menyurat, kepegawaian dan perlengkapan serta mengelola adrninistrasi 
urusan keuangan Di n a s , sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Kedua 
Sekretaris 

Pasal 5 

J. melaksariakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh ata san untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

1. membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan 
pertimbangan lebih lanjut; dan 

h. me nilai aktivitas, krcativitas dan produktivitas pelak sarraan tugas d a ri 
bawa ha n ; 

g. mcmberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- 
langkah dan kebijaksanaan yang akan diam bil; 

f. memberi pe tunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada 
bawahan tentang pelaksa naan tugas, untuk menghindari terjadinya 
pcnyimpangan dala m pelak sanaan tugas; 

c. membagi habis tugas Di na s dibidang teknis dan adrnin istra si kepada 
bawahan , agar sctiap aparatur yang berada dilingkungan Dinas 
mernpunyai dan memahami beban tugas dan tanggung jawab masing- 
masing; 

d. mernpelajari pc ra t.ur'a n perundang-undangan yang berhubungan dengan 
tcnaga kerja da n tran smigrasi scbagai acua n d alarn pelak sariaan tugas; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas Instansi terkait dalam 
Bidang Tenaga Kerj a dan Transmigrasi agar terjadi kesamaan persepsi dan 
kcsatuan langkah dan gerak dalam pelaksanaan pembangunan; 

b. memimpin, membina mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan 
pelaksanaan program dan kebijaksanaan teknis dibidang tenaga kerja dan 
tra nsrnigra si agar sesuai perencanaan yang telah ditentukan; 

, 
' 



a. rnela kuka n sinkronisasi dan korclasi kerja dcngan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sekretariat, dalam rangka penyusunan program kerja Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 

Untuk meyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7, 
rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai 
berikut : 

Pasal 8 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah 
melaksanakan se bagia n tugas sekretariat dibidang surat-menyurat, kearsipan, 
perbekalan, peralatan dan perawatan, kepegawaian, hubungan masyarakat, 
dokumeritasi, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan dinas, 
keolahragaan, ketatalaksanaan, urusan rumah tangga lainnya. 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 7 

m. melaksariakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan unruk 
kelaricara n pelaksanaan tugas. 

1. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kerja 
dan rna su ka n untuk dijadi kan bahari dalarn menyusun program dan 
rcrrca n a kcrja Diria.s lebih lanj ut; dan 

k. rnelakukan kerja sarna dengan unit kerja yang ada dalarn pelaksariaan 
kegiatan Dinas guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

J. mengevaluasi hasil ke rja bawa ha n unluk pe nve m p'u rn aa n h a si l kerja lebih 
lanjut; 

1. rncmbina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
melaksanakan t ugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

h , menerirna mempelajari laporari dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalarn rnenyusun program dan rencana kerja 
selanjutnya; 

g. membagi habis tugas pada Sekretariat kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

I, mernpelajari pcrai uran pcrundang-undangan yang berhubungan dengan 
Dinas scrta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 

e. rnengelola administrasi keuangan Dinas yang meliputi penyusunan 
anggaran Dinas, pernbukuan, pertanggungjawaban serta penyusunan 
laporan keuangan Dinas; 

d. mengelola administrasi kepegawaian Dinas yang meliputi usulan kenaikan 
pangkat, mutasi jabatan, kenaikan gaji berkala, proses pemberian surat 
cuti, usulan pensiun serta usulan pemberian sanksi maupun penghargaan 
pada pegawai dilingkungan Dinas; 

c. mengelola urusan urnurn, rumah tangga, adrninistrasi surat-menyurat dan 
kearsipan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan Dinas; 

' I, 



q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksariaan tugas. 

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
masukan dalam penyusuna n program lebih lanj ut; dan 

o. mernbagi habis t.ugas Bagian Umum clan Kepegawaian kepada aparatur 
,JFU sebagai ba wa ha n nya Clgur sctiap pcr sori il memahami tugas da n 
tarrrg~ung jawab masing-masing; 

n. mern irnpi n , mengarahkan d an memotivasi aparatur ,JFU dilingkungan Sub 
Bagian Umum dan kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guria clan ber-hasil-guna; 

m. mcnginventarisasi pcrma salab an yang berhubungan dengan kch u rria sa n 
dan layanan informasi, baik mclalui media cetak maupun media 
elekLronika; 

I. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan penyusunan 
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistern, metode 
dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur; 

k. menyiapkan ba h a.n dalam rangka menyelesaikan masalah kepegawaian 
yang meliputi u su lan kenaikan pangkat, usulan mutasi jabatan, 
penyelesa ian kenaikan gaji berkala, proses pemberian surat cuti, proses 
usulan pensiun serta pemberian sanksi atas pelanggaran peraturan 
kepega waian; 

J. mencari, mengumpulkan, menghimpun, menyusun serta menyajikan data 
dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian; 

1. melakukan penelaahan dan pclayanan kepustakaan Dinas; 

dan kehumasan ketertiban, h. membina kegiatan keolahragaan, 
ketatalaksanaan lingkungan Dinas; 

g. melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan administrasi kegiatan 
kepala Dinas; 

f. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan 
perbekalan , peralatan dan perawatan termasuk penyiapan, penggunaan 
dan penghapusan barang untuk keperluan rumah te ngga Dinas; 

e. menyiapkan dan memanLau penyediaan lempat dan kelengkapannya untuk 
keperluan pelaksanaan rapat/ pertemuan Dinas; 

d mernberikan pclayana n kcpada masyarakat dalam hal urusan kedinasan; 

untuk surat-rnenyurat c. melaksanakan penataan adrninistrasi 
mempermudah proses lebih lanjut; 

b. menginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam penyusunan bahan untuk 
pemecahan masalah; 



c. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan dinas 
baik bulanan, triwulan maupun tahunan; 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
tenaga kerja dan transmigrasi serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dcngan bidang percnca naan program sebagai larida sa n 
dalam pelaksanaan tugas; ' 

e. merierima clan menyusun pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dari 
bidang-bidang dilingkungan Dinas; 

f. membuat laporan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sebagai 
masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja Dinas; 

g. mengumpulkan bahan, penyusunan rencana kebutuhan Sarana dan 
Prasarana dan perbekalan dilingkungan Dinas; · 

h. mengatur dan mengurus peralatan dan perawatan barang-barang 
inventaris dilingkungan Dinas; 

1. melakukan pencatatan dan mempersiapkan usulan penghapusan bara ng- 
barang inventaris dilingkungan Dinas; 

J. memimpin, mengarahkan dan mernotiva si aparatur JFU dilingkungan Sub 
Bagian Perencanaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan bcrhasil-guna; 

k. membagi h a bis tugas Sub Bagian Perencanaan kepada aparatur JFU 
sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggungjawab masing-rnasing; 

1. mengumpulkan, menghirnpun dan menyusun data dari bawahan scbagai 
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan, sebagai 
masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; 

m. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada, guna rnerrunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; clan 

o. melaksariakan tugas kedin aaan lai n nva yang diberikan oleh atasan untuk 
kela nca ra n pelaksanaan i.ugas. 

b. menginventarisasi pemasalahan-pemasalahan yang berhubungan dengan 
bidang tugas Sub bagian perencanaan dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

Unt uk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sekrc tariat d alarn rangka penyusunan program kerja Diria s 
sebagai pedoman Anggaran Peridapatan dan Belanja Dinas, serta rencana 
kerja pada Sekretariat untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan 
tugas; 

Pasal 10 

Kepala Sub Bagian Perencanaan 

Pasal 9 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah melaksanakan sebagian 
tugas sekretariat dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan scrta penyusunan laporan Dinas. 



. . masmg-masmg; 

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh ata.san untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 l, 
rincian tugas Kepala Sub Bagian Kcuangan adalah sebagai berikut : 

a. melakukan sinkro nisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sekrctaria.t dalam penyusu nan program kerja Sub Bagian 
Kcu angan sebagai pedoman dalam pe la ksariaan tugas; 

b. rnc nginve n tar isu si pcrrnasniu han yang berhubungan dcrigan kcuangan 
sert a mcnyia pkan ba h a n untuk rnembuat la pora n , sebagai ba h a n rn as ukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; 

c. rncrnpelajari petunjuk tcknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sorta menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Peridapatan dan Belanja 
Dinas; 

d. mcnyiapkan ba.han penyusunan rencana kebutuhan Keuangan Dinas; 
' e. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan perubahan anggaran Dinas; 

f. melakukan adrninistrasi pembukuan secara sistematis dan kronologis 
se suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
untuk rnemudahkan kontrol terhadap penggunaan keuangan Dinas; 

g. memproses usulan pengankatan dan pemberhentian pimpinan pclak sana 
tcknis kcgiatan ata sa n lagsung bcnda harawan , pemegang barang lingkup 
Diria s; 

h. melaksanakan pcmbinaan dan bimbingan administrasi keuangan da n 
perbendaharaan; 

1. rnenyelenggarakan pembukuan, penghitungan dan verifikasi 
pertanggungjawaban keuangan; 

J. memberikan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; 
k. menyelenggarakan penataan dokumen keuangan d.e.n penyusunan laporan 

realisasi anggaran; 

1. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Sub 
Bagian Keuangan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan berhasil-guna; 

m. membagi habis tugas Sub Bagian Keuangan kepada aparatur JF'U sebagai 
bawahannya, agar set.iap personil memahami tugas dan tanggungjawab 

Pasal 12 

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan sebagian 
tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan meliputi penyusunan 
anggaran d irra s , pcrnbukuan dan pertanggungjawaban serta laporan 
keuangan. 

Kepala Sub Bagian Keuangan 
Pasal 11 

I. 



\ 

Tugas pokok Kepala Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja adalah 
melakukan koordinasi penyusunan pelaksanaan evaluasi clan pelaporan 
program kerja dirias dibidang Pelatihan, Inforrna si , Hubungan Industrial, 
Ketenagakerjaan, Keselamatan, Pengembangan dan Pemukiman. 

Pasal 14 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirrraksud dalam Pasal 13, 
rincian tugas Kepala Bidang Pelatihan clan Penempatan Tenaga Kerja adalah 
sebagai berikut : 
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam 

rangka penyusunan program kerja Dinas sebagai pedoman penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas serta rencana kerja pada Bidarig 
Pelatihan dan Periernpatan Tenaga Kerja untuk dijadikan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawah an dalam melaksanakan 
tugas dibidang pelat.ihan dan penempatan tenaga kerja, agar pelaksanaan 
tugas dapaL bcrja la n sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah 
disu sun; 

c. menyiapkan bahan laporan informasi pasar kerja, penempatan tenaga 
asing, bursa teriaga kerja, memberikan saran dan pertimbangan kepada 
pirnpinan dalam rangka pem binaan; 

d. rnengoordinasikcrn kcgiat.an bidang pclat.iha n dan penempatan tcriaga kerja 
untuk rnencapai kcselarasan , keseimbangan, dan kesatuan arah; 

e. memantau pelaksanaan kegiatan bidang pelatihan dan penempatan tenaga 
kerja melalui rapat, laporan berkala, laporan khusus atau institusi tertulis 
maupun lisan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai; 

f. mempelajari peraturan pcr undang-undangan yang berhubungan dengan 
Bidang Pelatihan dan Pe ncmpatan Tenaga Kerja se bagai larida san dalarn 
pelaksariaan tugas ; 

g. mcmimpin, rncngarahkan dart mernotivasi aparatur JF'U dilingkungan 
Bidang Pelatihan da n Pencmpatan Tenaga Kerja agar dapat melaksanakan 
Lugas secara berdaya-guna dan ber hasil-guna; 

h. membagi habis tugas pada Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 
kepada bawahan, agar sciiap aparatur yang ada mernahami tugas da n 
tanggung jawab masing-rnasing; 

1. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

J. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

k. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasrl 
kerja lebih lanjut; 

I. melak uka n kerja sa ma dcngan unit kerja yang ada guna menunjang 
kelancaran pe lak sanaan tugas; 

m. membuat laporan kcpada Kepala Dina s sebagai pertanggungjawaban kerja 
dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan 
rencana kerja Dinas lebih lanjut; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk. 
kela.ncaran pelaksanan tugas. 

Bagian Ketiga 
Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 

Pasal 13 



k. melakukan koordinasi dalarn pembinaan terhadap lembaga pelatihan 
diwilayah; 

J. melaksanakan perrnasyarakatan produktivitas melalui penyuluhan dan 
pernbentukan lembaga pelatihan dan produktivitas dilembaga pelatihan 
swasta, perusahaan dan rnasyarakat; 

t. mela k sa n a ka n eva l ua si ierhadap hasil pernbin aan pe lat ih a n d a n 
prod uk uvit as , serta merurnuskan lungkah-langkah penyempurnuan; 

h. memasyarakatkan dan mengembangkan program pemagangan dilembaga 
pelatihan dan perusahaan, serta mengembangkan keterkaitan, 
kesepadanan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelatihan; 

g. me1akukan koordinasi dan pembinaan terhadap balai latihan kerja, Kursus 
latih an kerja dan balai pengembangan produktivitas daerah, lembaga 
pcrner in tah , lembaga swa sta, lembaga uji keterampilan clan lembaga 
latihan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyaraka t; 

f. mcrcnca na kan dan mclaksariakan pc m biria an sta ndari saai dan scr tifika si 
tcriaga kcrja ; 

e. mengembangkan program pelatihan untuk penempatan, ekspor jasa tenaga 
kerja, penggantian tenaga kerja asing pendatang, serta untuk 
meningkatkan aroduktivitas tenaga kerja; 

d. membangun data base instruktur dan tenaga pelatih kelembagaan 
pelatihan dan produktivitas, program pelatihan dan prod uktivitas, serta 
melaksanakan pembinaannya didaerah; 

c. merumuskan, merencanakan, melaksanakan pembinaan kelembagaan, 
instruktur tenaga pelatih, program dan sistem pelatihan didaerah guna 
meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas dan pemerataan dalam 
pelatihan tenaga kerja dan peningkatan didaerah; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan menyusun bahan 
untuk pemecahan masalahnya ; 

Um.uk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 
rirician tugas Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah 
sebagai berikut : 

a. melakukan sin kro nj sa si dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pe1atihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam 
rangka penyusunan program dan rencana kerja Seksi Pelatihan dan 
Produktivitas Tenaga Kerja untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

l tugas; 

Pasal 16 

Tugas pokok Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah 
mciaksa nakan scbagian tugas Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 
dibidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. 

Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 
Pasal 15 



Pasal 20 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 
rincian tugas Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja adalah 
sebagai berikut : 

a. mela~ukan. sinkron isasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pelalihan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam 
rangka penyusunan program dan rencana kerja Seksi Informasi dan 
Penempatan Tenaga Kerja untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
tugas; 

b. menginvcntarisasi pcrmasalahan yang berhubungan dengan bidang tugus 
Sek si Informasi dan Penempatan Tenaga Ke rja dan menyusun ba ha n uni.uk 
pernecahan masalah nya; 

c. mere ncanaka n program kegiatan program kcrja Seksi Inforrnasi da n 
Penempatan Tenaga Kerja; 

d. mencatat dan melaporkan pelayanan bagi pencari kerja sesuai ketentuan 
yang berlaku; 

e. memproses penempatan Antar Kerja Lokal (AKAL), penempatan Antar Kerja 
Antar Daerah (AK.AD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sesuai mekanisme 
antar kerja; 

f. membimbing para pelaksana pengarah jasa tenaga kerja Indonesia keluar 
negeri dengan memberi bimbingan, aturan prosedur vang berlaku; 

' g. memantau clan memonitor penempatan tenaga kerja Indonesia oleh 
Pengerah .Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PcJTKI), ke Luar Negeri, serta 
menyiapkan proses izinriya se suai dengan peraturan yang berlaku; 

h. melaksanakan monitoring dan penilaian pelaksanaan rencana dan kegiatan 
penempatan tenaga kerja pemuda dan wanita, tenaga kerja penyandang 
cacat dan usia lanjut dan pembatasan penggunaan tenaga kerja asing; 

i. melaksanakan pemantauan ke perusahaan-perusahaan dan instansi 
pemerintah dalam rangka mencari informasi pasar kerja dan lowongan 
kerja untuk pemenuhannya; 

J. memeriksa, menganalisa, dan mengoreksi laporan informasi pasar kerja 
yang berupa laporan mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan; 

. . masmg-masmg; 
l. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 

laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Kepala Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja 
Pasal 19 

Tugas pokok Kepala Sek si Informasi da n Penempatan Tenaga Kerja adalah 
meluksanakan scbagian tugas Bidang Pclatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 
dalarn dibidang I nforrnu si du n Pcncmpatan Tenaga Kerja. 

k. membagi habis tugas Seksi Perluasan Kerja kepada aparatur JFU sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
rincian tugas Kepala Seksi Perluasan Kerja adalah sebagai berikut : 
a. melakukan Sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 

dilingkungan Bidang Pelatihan dan Penempatan , Tenaga Kerja dalarn 
rangka penyusunan program dan rencana kerja Seksi Perluasan Kerja 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Perluasan Kerja dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. merencanakan kegiatan bidang Seksi Perluasan Kerja berdasarkan koridisi 
daerah dan peraturan yang berlaku untuk terlaksananya tugas pokok; 

d. Pemberian Izin Tenaga Asing (IKTA), memantau dan memonitor 
penempatan tenaga asing, serta menyiapkan proses lainnya sesuai dengan 
peraturan yang berlaku; 

e. menyiapkan bahan penyusunan sistem dan bahan pembinaan perluasan 
lapangan kerja dan kesepakatan kerja; 

f. menyebarluaskan data dan informasi teknologi tepat guna tenaga kerja 
maridiri dan perluasan kesepakatan kerja; 

g. mengumpulkan data dan informasi potensi sumber daya manusia dalam 
rangka menerapkan dan perluasan kerja; 

h. melaporkan sccara pcriodik scgala kegiatan yang sudah dilaksariakan 
scbagai bahun pertanggungjawaban; 

1. rncla ksan akan t.uga s-tugas lain sc suai dcngan pctunjuk yang bcrhubungan 
derigan pelak sanaan latihan dan instruktur: 

J. memimpin, rnerigarahkan dun mcrnotivasi aparatur ,JFU dilingkungan Seksi 
Perluasan Kerja agar dapat melaksa nakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

Pasal 18 

Tugas pokok Kepala Seksi Pcrluasan Kerja adalah melaksanakan sebagian 
tuga s Bidang Pelatih.an clan Penernpata n Tenaga Kerja dibid arig pe rl tra su n 
kerja. 

Kepala Seksi Perluasan Kerja 
Pasal 17 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

n. mengumpulkan, mcnghimpun d a n mcnyusun bahan untuk mcmbuat 
laporar: pclaksanaan tugas kcpada ata san se bagai per tangguug.awaban 
kerja dan scbagai ma sukan dalarn penyusunan program dan rencana kerja 
lebih larij u t: 

m. mcmbagi h abis tugas Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 
kepada a par at ur ,JFU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas d a n tanggung jawab masing-masing; 

l. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja agar dapat melaksanakan tugas 
secara bcrdaya-guna dan berhasil-guna; 



Pasal 22 
Untu k menyelenggaraknn tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 
rincian tugas Kepala Biclang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah 
sebagai berikut : 

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam 
rangka penyusunan program kerja Dinas sebagai pedoman penyusunan 
Anggaran Pcndapata n dan Bclanja Di na s, sert a renca na kerja pad a Bidang 
Huburigan Industrial dan Syarat Kerja untuk dijadikan acuan dalarn 
pclaksanaa n tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksan akan 
tugas · dibidang hubungan industrial dan syarat kerja, agar pelaksanaa n 
tugas dapat berjalan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah 
d isu su n: 

c. me mpelajar i peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Di na s ser ta pcratura n pcrundang-undangan yang berhubungan dcngan 
Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja , sebagai landa san dalam 
pelaksanaan tugas; 

d. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan 
Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

e. rnembagi habis tugas Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kcrja kcpada 
aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami rugas 
clan tanggung jawab masing-masing; 

f. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

k. menyiapkan penycbarluasan inlormasi pa sa r kerja melalui media ma ssa 
yang berupa bursa kerja agar dapat ccpat dikctahui oleh rnasyarakat; 

1. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Se ksi 
Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

. m. membagi habis tugas Seksi Informasi dan Pericmpatan Tenaga Kerja 
kepada aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil rnemaharni 
tugas dan tanggung-jawab masing-rnasing; 

n. mengurripulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk rnernbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Keempat 
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 

Pasal 21 
Tugas pokok Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah 
melakukan koordinasi penyusunan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
program kerja dinas dibidang pelatihan, informasi, hubungan industrial dan 
syarat kerja. 



g. memberikan kegiata n pengurusan, pcngumpula n, penelit ian, pcndataan 
dan evaluasi KFM, se m bila n bahan pokok dan KHM untuk mendapatkan 
data yang lengkap sebagai pcdoman dalam menetapkan kebijakan clibidang 
pcngu pahan; 

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan jaminan 
sosial ieriaga kerja (jarnsostckj; 

1. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur ,JF'U dilingkungan Sek si 
Syarnt-Syarat Kerja dan .Jamsoste k agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

' 
e. mengontrol dan menilai hasil pelaksanaan tugas yang dilaksariakan oleh 

bawahan; 

f. memantau pelaksanaan kegiatan melalui laporan dan rapa t koordinasi 
untuk me ngctahui perma salahan a ta u h am ba ta n yang dihadapi sc rt a 
pemccahan jalan kcluarnya sebagai bahan pirnpinan d ala m mc nga mbil 
pe rat ur-un ; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 
rincian tugas Kepala Seksi Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek adalah sebagai 
berikut: 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Seksi Syarat-Syarat Kerja dan 
.Jarnsostek untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi perrriasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Syarat-Syarat Kerja dan .Jarnsostek dan menyusun bahan untuk 
perneca ha n masalahnya; 

c. membagi tugas 8eksi Syaral-Syarat Kerja dan .Jamscstek kepada bawahan 
sesuai dengan tugas dan kemampuan serta permasalahan yang dihadapi; 

d. mernberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas Seksi 
Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek; 

Pasal 24 

Tugas pokok Kepala Seksi Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 
dalam bidang syarat-syarat kerja dan jamsostek. 

Kepala Seksi Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek 

Pasal 23 

g. mernbiria dan rncrn ber ike n motivasi kcpada bawahari agar melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

h. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan ha sil 
kerja lebih lanjut; 

1. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

J. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kerja 
dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program da n 
rencana kerja Dinas; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 



Pasal 26 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 
rincian tugas Kepala Seksi Hubungan Industrial adalah sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dalam rangka 
penyusunan program clan rcncana kerja Seksi Hubungan Industrial untuk 
dijadikan pcdoman dalarn pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dcngan bidang tugas 
Seksi Hubungan Industrial clan mcnyusun bah an untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. rnernbua t program kerja unt uk pembinaan hubungan industrial; 

d. melaksanakan kegiatan pernbinaan organisasi ketcnagakerjaan, SPSl dan 
organisasi lainnya yang berkaitan dengan naskah ketenagakerjaan seperti 
APINDO, KADIN, HKTI, HNSI dan penyusunan jadwal sidang, tripartit; 

e. mengontrol dan menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh 
petugas se suai dengan rencana; 

f. memantau pelaksanaan kegiatan atas hasil pekerjaan melalui pertemuan 
dan rapat koordinasi untuk mengetahui permasalahan atau harnbatan 
yang dihadapi serta pernecahan jalan keluarnya; 

g. mengoreksi hasil pelaksanaan pernbinaan organisasi tenaga kerja; 
h. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpirian dalam rangka 

kelancaran tugas; 

1. memimpin, mcngarnhkan dan mernotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Hubungan industrial agar dapat melaksanakan rugas secara berdaya-guna 
dari berhasil-guna; 

J· membagi habis tugas Seksi Hubungan Industrial kepada aparatur JFU 
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawab masing-masing; 

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk mernbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
ke ri a d a n seb::igai mnsukan dalam pcnyuaunan program dan rencana kerja 
\ebih ianjut; 

Tugas pokok Kepala Seksi Hubungan Industrial adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial clan Syarat Kerja da lam dibidang 
hubungan industrial dan syarat kerja. 

Kepala Seksi Hubungan Industrial 
Pasal 25 

J. membagi habis tugas Seksi Syarat-Syarat Kerja dan Jamsostek kcpada 
aparatur cJFU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawab masing-rnasing: 

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahari untuk membual 
laporan pela ksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kcrja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lcbih lanjut; dan 

m. melaksanakan tuga s kcdinasan lain nya yang di ber ika n oleh ata san untuk 
kelancaran pclaksanaan tugas. 



a. melakukan sinkronisasi clan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dalam rangka 
penyusunan program dan rc nc a nu kcrja Scksi Pcnyelesaian Per sclisihan 
Hubungan Industrial untuk dijadikan pedoman dalam pelaksan aan tugas; 

b. menginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang t uga s 
Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan menyusun bahan 
untuk pemecahan masalahnya; 

c. menyelesaikan pcrsclisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang bcr la k u ; 

d. mcngecck keberiaran pengaduan kasus keteriagakerjaan baik yang bcr sifa t 
informasi lisan dan tulisan maupun pengaduan langsung; 

e. menyelesaikan masalah perselisihan dengan memberi saran atau anjuran 
kepada pihak yang berselisih kearah terwujudnya persetujuan bersarna; 

f. rnernantau, mengecek dan memeriksa putusan P4D dan P4P se bagai bahan 
laporan kegiatan; 

g. membuat laporan penyelesaian masalah per selisihan sebagai baha n 
masukan bagi atasan untuk menyusun konsep kebijaksanaan baru; 

h. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

1. membagi habis tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial 
kepada aparatur JFU sebagai bawahan nya agar sctiap persoriil memaharni 
tugas dan tanggungjawab masing-masing; 

J· rnengurnpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

k. merigevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; clan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, 
rincian tugas Kepala Seksi Penyelesaian Persclisihan Hubungan Industrial 
adalah sebagai berikut : 

i 

Pasal 28 

Tugas pokok Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Hubungan Industrial dan Syarat 
Kerja dibidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial 

Pasal 27 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ·ctiberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

\ 



Tugas pokok Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam bidang norma 
ketenagakerjaan. 

Kepala Seksi Norma Ketenagakerjaan 
Pasal 31 

g. mernbina dan membcrikan motivasi kepada bawa h a n agar rnelaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

h. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil 
kerja lebih lanjut; 

1. melakukan kerjasarna derigan unit kerja yang ada guna menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

J. membuat la por a n ke pada Kcpala Di na s sebagai pertanggungjawaban kerja 
dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun . program dan 
rencana kerja Dinas lebih lanjut; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Ketenagakerjaan kepada 
personil mernaharni tugas 

e. membagi riabis t ugas Bidang Pe ngawasan 
aparatur ,Jfi'U se bagai bawahannya agar setiap 
dan tanggungjawab masing-masing; 

f. menerimC:l mcrnpelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai rnasuka n 
untuk dijadikan bah an dalarn menyusun program kerja selanjutnya; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, 
rincian tugas Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan adalah sebagai 
berikut: 
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan Sekretariat dalam 

rangka penyusunan program kerja Dinas sebagai pedoman penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan 13elanja Dinas, serta rencana kerja pada Bidang 
Pengawasan Ketenagakerjaan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan 
tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan 
tugas dibidang pengawasan ketenagakerjaan, agar pelaksanaan tugas 
dapat berjalan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah 
disusun; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
ketenagakerjaan dan transrnigrasi serta peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, sebagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas; 

d. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur ,JFU dilingkungan 
Bi?ang Perigowa san Ketcnagakerjaan agar dapat melaksanakan tugas 
scx.a r a bcrdaya-guna d a n bcrhasil-guna; 

Pasal 30 

Tugas pokok Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan adalah melakuk~n 
koordinasi penyusunan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan , program kerja 
dinas dibidang pengawasan ketenagakerjaan. 

Bagian Kelima 
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 

Pasal 29 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 
rincian lugas Kepala Seksi Norma Keteriagakerjaan adalah sebagai .berikut : 

a. rnelakukan sinkronisasi dan korclasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dibidang pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka penyusunan program 
dan rencana kerja Seksi Norma Ketenagakerjaan untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tuga s 
Seksi Norma Ketenagakerjaan clan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. menyusun bahan pembinaan norma perlindungan tenaga kerja; 

d. melaksanakan pengawasan norma ketenagakerjaan, clan pelaksanaan 
kegiatan inventarisasi data keteriagakerjaan , kegiatan inspeksi atau 
pengawasan, kunjungan clan pernbuatan berita acara/proses verbal; 

e. memberikan penyul uhan ten tang perundang-undangan ketenagakerjaan 
kepada perusahaan dan lembaga agar melaksanakan norm a 
kelenagakerjaan dengan baik; 

f. menerima dan melayani pengaduan baik lisan maupun tertulis melalui PO. 
BOX, Massa Media, Karyawan dan Pengusaha serta mengklasifikasikan 
sesuai dengan jenisnya; ' 

g. memantau permasalahan yang terjadi dan mungkin akan terjadi 
kerawanan dalam masalah ketenagakerjaan; 

h. memantau pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan izin 
kerja malam wanita pada perusahaan yang mempekerjakan pada malam 
hari; 

i. memeriksa laporan perusahaan dan konsep usulan perizinan dibidarig 
norrna ketenagakerjaan; 

J· rnelaksanakan koordinasi dengan Instansi/Lernbaga lain yang ada 
kaitannya antara lain Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Imigrasi dan 
lain sebagainya; 

k. memberikan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan norma 
ketenagakerjaan inspeksi kontrol dan berita acara serta membuat usulan 
revisi perbaikan kepada atasan; 

!. memimpin, mengarahkan dan memotiva si aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Norma Ketenagakerjaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya- 
guna dan berhasil-guna: 

m. membagi habis tugas Seksi Norma Ketenagakerjaan kepada aparatur JFU 
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawab masing-masing; 

n. mengumpulkan, rncnghimpun dan menyusun bahan untuk membuaL 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut.; 

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kcrja le bih lanjut; d a n 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksariaan tugas. 

Pasal 32 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud d alarn Pa sal 33, 
rinciJn tugas Kepala Seksi Norma Ke sclarnatan dan Keschatan Kcrja (K3) 
adalah sebagai berikut : 

a. mclakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dcngan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pcngawasan Ketenagakerjaan dalam rangka 
pcnyus urian program dan rencana kerja Seksi Norma Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Norma Keselarnatan da n Kesehatan Kerja (K3) dan menyu sun bahan 
u n tuk pemecahan masalahnya; 

c. melaksanakan rencana kegiatan bidang pengawasan keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3); 

d. mengarahkan dan memberikan petunjuk teknis kepada bawahan tentang 
pelaksanaan tugas agar sesuai fungsi dan tugas pokok mereka; 

e. mengecek laporan hasil pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
setelah dipcriksa oleh pegawai pengawas; 

I. merncriksa korisep perizinan atau usulan perizinan alat-alat keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) yang berkaitan dengan tugas keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3); 

g. mengadakan pemeriksaan ulang pcrusahaan se suai dengan rencana kerja 
agar mendapatkan garnbaran keadaan keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3) di perusahaan; \ 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan pada lingkup seksinya 
serta memberikan saran, pertimbangan kepada atasan; 

i. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

J· membagi habis tugas Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
kepada aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
lapornn pclaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalarn penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

I. , mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kela ncarari pclaksariaan t.ugas. 

Pasal 34 

Tugas pokok Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
adalah mela ksa na.kan scbagian tugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 
dibidang Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan rencana kerja 
Din as. 

Kepala Seksi Norma Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) 

Pasal 33 



Tugas Pokok Kepala Bidang Transmigrasi adalah melakukan koordinasi 
penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas 
dibidang transmigrasi. 

Bagian Keenam 
Kepala Bidang Transmigrasi 

Pasal 37 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelaricaran pelaksanaan tugas. 

h. rnengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

g. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk mernbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

f. rnernbagi habis tuga s Seksi Tata Laksana dan Pengembangan Pengawasan 
Ketenagakerjaan kepada a pararu r JFU sebagai bawahannya agar sctiap 
personil memahami t.ugas dan tanggung jawab masing-rnasing; 

e. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Tata Laksaria dan Pengembangan Pengawasan Ketenagakerjaan agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna da n berhasil-guna; 

d. meiakukan pengawasan pelaksariaan norma-riorrna ketenagakerjaan, 
keselamatan dan kesehatan kerja; 

c. menyiapkan ketatalak sanaan dibidang kctcnagakcrjaan ; 

b. menginvcntarisasi perrnasalahan yang berhubungan derigan bidang tugas 
Seksi Tata Laksana dan Pengembangan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Seksi Tata Laksaria dan 
Perigembarigan Pcngawasan Ketenagakerjaan unt.uk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, 
rincian tugas Kepala Seksi Tata Laksana dan Pengembangan Pengawasan 
Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 

Pasal 36 

Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Laksana clan Pengembangan Pengawasan 
Ketenagakerjaan adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan 
dibidang tata laksana dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan. 

Kepala Seksi Tata Laksana dan Pengembangan 
Pengawasan Ketenagakerjaan 

Pasal 35 



Untuk menyelcnggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 
rincian tugas Kepala Seksi Pengerahan dan Pendaftaran Seleksi adalah 
sebagai berikui : 

a. mclakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Transmigrasi dalam rangka penyusunan program dan 
rcncana kerja Seksi Pengerahan dan Pendaftaran Seleksi untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi perrnasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Pengerahan dan Pe nduft.ar-an Seleksi dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

Pasal 40 

adalah Tugas pokok Kepala Seksi Pengerah an dan Pcndaftaran Seleksi 
melak sanakan sebagian tugas dibidang transmigrasi. 

Kepala Seksi Pengerahan dan Pendaftaran Seleksi 

Pasal 39 

. . masmg-masmg; 

e. menerima, mempelajari laporan dan saran d ar i bawahan sebagai masukan 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kerja selanjutnya; 

f. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; · 

g. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurriaan hasil 
kerja lebih lanjut; 

h. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna menunjang 
ke.lancaran pelaksanaan tugas; 

i. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kerja 
dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan 
rcncana kerja Di na s lcbih la nj u t: dan 

J. rneiak sa na ka n tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pclaksanaan tugas. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, 
rincian tugas Kepala Bidang Transmigrasi adalah sebagai berikut : 
a. mclaks ana xan koordinasi dengan seluruh Bidang clan Sekretariat dalam 

rangka penyusunan program kerja Dinas sebagai pedoman pcnyusunun 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, serta rencana kerja pada Bidang 
Transmigrasi untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
ketenagakerjaan dan transmigrasi serta peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan Bidang Transmigrasi, sebagai landasan dalam 
pelaksanaan tugas; 

c. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan 
Bidang Transmigrasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan berhasil-guna; 

d. mernbagi habis tugas Bidang Transmigrasi kepada aparatur JFU sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawab 

Pasal 38 



e. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk mernbuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai ma sukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

f. mengevaluasi hasil pelaksan aan tugas bawah an untuk penyempurnaan 
hasil k erja lcbih la nj u t; dart 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Transmigrasi dalam rangka penyusunan program dan 
rencana kerja Seksi Pemindahan dan Penernpatan untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. rnenginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas 
Seksi Pemindahan dan Penempatan dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalah nya; 

c. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Pemindahan dan Penempatan agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

d. membagi habis tugas Seksi Pernindahan dan Penempatan kepada aparatur 
JF'U sebagai bawa harmya agar setiap personil memahami tugas dan 
Langgung ja wab rnasing-rna sing; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 
rincian tugas Kepala Seksi Pemindahan dan Penempatan adalah scbagai 
berikut: 

Pasal 42 

Tugas pokok Kepala Seksi Pemindahan dan Penernpatan adalah melaksanakan 
sebagian tugas dibidang transrnigrasi. 

Kepala Seksi Pemindahan dan Penempatan 
Pasal 41 

e. pcman tapari dan bimbingan mental; 

f. mcmimpin, mcngarahkan dan memotivasi a pa ra t.u r JF'U dilingkungan Scksi 
Pengerahan dan Pc ndaltaran Seleksi agar dapat melaksanakan ruga s 
seca'.a berdaya-gun a d an berhasil-guna; 

g. membagi habis tugas Seksi Pengerahan dan Pendaftaran Seleksi kepada 
apararur J FU se bagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawab masing-masing; 

h. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk mernbuat 
laporan pelaksanaan tugas kcpada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerj a 
lebih lanjut; 

i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanj ut; dan 

J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh at.asan unt uk 
kelancaran pelaksarian tugas. 

c. persiapan, penyediaan bahan publikasi dan pcnyuluhan; 

d. pengurusan pendaftaran dan seleksi; 



Ketentuan Lain mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas, akan diatur dalam 
Peraturan Bupat\ tersendiri. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 45 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan 
hasil kerja lebih lanjut; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

I 

J. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk membuat 
laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai masukan dalam penyusunan program dan rencana kerja 
lebih lanjut; 

l. membagi habis tugas Seksi Pcmukiman dan Pembinaan kepada aparatur 
~JFU sebagai bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawab masing-masing; 

g. pernbin aa n sosial budaya masyarakat transmigrasi dan kesehatan 
lingkungan; 

h. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur JFU dilingkungan Seksi 
Pemukiman dan Pembinaan agar dapat melaksanakan tugas secara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

d. penyiapan lahan bangunan dan prasarana pemukiman; 

e. penyelesaian legalitas tanah dan sertifikasi; 

f. pemberian pelayanan dan bimbingan peningkatan produksi; 

c. pe nyed iaa n areal, pc-ny u au na n Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 

a. melakuka n sinkroriisasi dan korelasi kerja dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Bidang Transmigrasi dalam rangka penyusunan program d a n 
rencana kerja Seksi Pemukiman dan Pembinaan untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhu bungan dengan bi dang tugas 
Seksi Pem ukirrian dan Pembinaan dan menyusun bahan untuk pernecahan 
rnasalahnya; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pasal 43, 
rincian tugas Kepala Seksi Pemukiman clan Pembinaan adalah sebagai 
berikut : 

Pasal 44 

Tugas pokok Kepala Seksi Pemukiman dan Pembinaan adalah melaksanakan 
sebagian tugas dibidang transmigrasi. 

Kepala Seksi Pemukiman dan Pembinaan 
Pasal 43 

g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas. 



BERITA DAERA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 

Diundangkan di Kalianda 
' pada tanggal Os fle-JSU-4'fl.-/ 2015 

SEKRETARIS DAERAH KAB ATEN LAMPUNG SELATAN, 

~ 

RYC 0 MENOZA SZP 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Ditetapkan di Kalianda , 
pada tanggal (J3 ,l)etJ,f/Af2.1 2015 

Agar set.iap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lampung 
Se Iatan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 49 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung 
Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Jabatan Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 48 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan iru, sepanjang mengenai 
pelaksanaan tugas akan diatur oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan 
dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 47 

Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 46 
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